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2. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 

Sebagai pedoman resmi bagi seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, 

serta pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan proses perencanaan 

pembangunan daerah agar berjalan terarah, terpadu, dan sesuai ketentuan. 

b. Tujuan 

1) menetapkan fokus prioritas pembangunan tahun 2027 yang menjadi acuan 

penyusunan usulan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah; 

2) menjamin pelaksanaan Musrenbang RKPD berjalan seragam, tepat waktu, dan 

sesuai mekanisme perencanaan partisipatif; 

3) mendorong sinkronisasi perencanaan antara pemerintah kota, kecamatan, 

kelurahan, serta masyarakat; dan 

4) mengoptimalkan kualitas usulan pembangunan sehingga selaras dengan target 

pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah. 

 
3. Ruang Lingkup 

a. Berpedoman pada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 110 Tahun 2024 tentang 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta; 

b. RKPD Kota Surakarta Tahun 2027 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2025–2029 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta 

Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2025-2045; 

c. Tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2027 yaitu Penguatan SDM unggul 

dan jejaring untuk pariwisata dan ekonomi inklusif; 

d. Sebagai pedoman pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Surakarta Tahun 2026 

serta penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota 

Surakarta Tahun 2027, maka perlu disusun Surat Edaran Wali Kota Surakarta 

tentang Prioritas Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2027 dan Penyelenggaraan 

Musrenbang RKPD Tahun 2026. 

 
4. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
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b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

 
5. Isi Edaran 

a. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah 

1) Rencana pembangunan disusun dalam program/ kegiatan yang fokus pada 

prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas 

sektor dan prioritas Nasional/ Provinsi Jawa Tengah, menyelesaikan 

permasalahan pembangunan, berorientasi pada output, outcome, dan impact 

yang terukur. 

2) Penentuan program/ kegiatan dan pengalokasian anggaran indikatif 

berbasiskan money follows programs priority yang efektif dan efisien untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan prinsip pembangunan 

berkelanjutan dengan menyelaraskan Asta Cita Surakarta serta usulan 

Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD. 

3) Perencanaan rincian belanja guna mendukung pencapaian target program 

sampai dengan aktivitas harus mengimplementasikan prinsip value for money, 

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang terbatas 

namun diharapkan agar mampu dioptimalkan secara ekonomis, efektif dan 

efisien. 

4) Meningkatkan inovasi dan kreasi dalam setiap program/ kegiatan dengan 

mendasarkan hasil penelitian dan pengembangan sebagai upaya terobosan 

dalam penanganan isu strategis pembangunan daerah. 

5) Pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi dan 

keunggulan daerah, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi 

di setiap wilayah. 

6) Proses Pelaksanaan Musrenbang Kota Surakarta berpedoman pada 

Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 110 Tahun 2024 tentang Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta. 

 
b. Arah dan Prioritas Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2027 

1) RKPD Kota Surakarta Tahun 2027 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
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Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta 

Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2025-2045. 

2) RKPD Kota Surakarta Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ke-2 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta 

Tahun 2025-2029. 

3) Arah Kebijakan Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2027 

Tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2027 yaitu: Penguatan SDM 

unggul dan jejaring untuk pariwisata dan ekonomi inklusif.  

Prioritas Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2027 sudah diselaraskan 

dengan arah kebijakan RPJPD Tahap I Tahun 2025-2029 yang tercantum 

dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029, dengan fokus 

pembangunan meliputi: 

a) Penguatan ekosistem ketenagakerjaan melalui pelatihan vokasional, 

pemetaan pasar kerja, dan perluasan akses wirausaha untuk kelompok 

rentan; 

b) Perluasan cakupan layanan dasar berbasis komunitas melalui Posyandu 

Plus, PAUD digital, dan literasi keluarga; 

c) Penguatan sistem pelindungan sosial berbasis data dan integrasi 

bantuan lintas sektor secara tepat sasaran; 

d) Pengembangan jejaring sosial dan solidaritas warga melalui komunitas 

budaya, organisasi lokal, dan sistem gotong royong; 

e) Peningkatan kapasitas ekonomi rakyat melalui penguatan UMKM, 

fasilitasi pembiayaan, dan promosi produk unggulan lokal; 

f) Perluasan ruang publik yang inklusif, aman, dan ramah kelompok miskin, 

perempuan, anak, dan disabilitas; 

g) Penguatan kerja sama antarwilayah untuk pendidikan vokasi, pelatihan 

kerja, dan pertukaran tenaga kerja; 

h) Perbaikan infrastruktur sosial dan lingkungan pada wilayah padat dan 

kurang terlayani untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin 

secara langsung; 

i) Penguatan ketahanan pangan keluarga melalui edukasi gizi, pengelolaan 

pangan rumah tangga, dan distribusi pangan sehat terjangkau di 

lingkungan komunitas miskin; dan 

j) Penguatan ketahanan pangan keluarga miskin melalui distribusi pangan 

sehat, edukasi gizi, dan pemanfaatan ruang urban farming sebagai 

sumber pangan lokal untuk mencegah stunting. 
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4) Target kinerja Indikator Kinerja Utama Kota Surakarta Tahun 2027: 

NO INDIKATOR TARGET 

1. 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per 
Kapita 

185,48 juta 
rupiah 

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 85,80 

3. 
Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan 
Budaya Tak Benda (WBTb) yang dilestarikan 

93,47% 

4. Indeks Pembangunan Gender 97,78 

5. Laju Pertumbuhan PDRB 6,70-7,49% 

6. Indeks Reformasi Birokrasi 91,50 

7. Angka Kemiskinan 7,50-7,35% 

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 61,8 

9. 
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank 
Dunia 

19,46-19,94% 

10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,10-3,90% 

11. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) 88,30 

12. Indeks Ketahanan Pangan 88,20 

13. Kontribusi Penurunan Emisi GRK kumulatif 
230.000  

Ton CO2 Eq 

14. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas 83,43 

Sumber: Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 

 
c. Prasyarat Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 pada 

Aplikasi SIPD RI 

1) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku pengelola akun Admin Kota 

menetapkan SKPD dan Unit SKPD pada SIPD RI. Berkenaan dengan akun 

SKPD dan Unit SKPD, dibuat oleh Admin Kota menggunakan data diri Kepala 

SKPD dan Kepala Unit SKPD. 

2) Admin Kota membuat akun DPRD menggunakan data diri masing-masing 

anggota DPRD dan Lurah yang digunakan untuk menginput usulan Pokok 

Pikiran DPRD dan Musrenbang pada SIPD RI. 

3) Standar Harga Satuan (SHS) Tahun 2027 sudah tersedia di SIPD RI sebelum 

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disusun. SHS terdiri dari 4 (empat) 

komponen yaitu Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), 

Analisis Standar Belanja (ASB), dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). 

4) SHS Tahun 2027 pada poin 3 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota dengan 

SSH, SBU, dan ASB diampu oleh BPKAD dan HSPK diampu oleh DPUPR. 
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5) Batasan Pagu Tahun 2027 pada SIPD RI diatur di aplikasi oleh Bappeda 

selaku pengelola akun TAPD Perencana dengan berkoordinasi dengan 

BPKAD selaku pengelola keuangan. 

6) Kamus Usulan Tahun 2027 yang digunakan untuk pengusulan Musrenbang 

dan Pokok Pikiran DPRD diatur di aplikasi SIPD RI oleh Bappeda selaku 

pengelola akun TAPD Perencana. 

 
d. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 

1) Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ UPT/ Sekolah/ Kelurahan agar menyusun 

Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berpedoman pada 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 

2) Dalam melakukan penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2027, 

Perangkat Daerah mengakomodasi 15% permasalahan masyarakat 

berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan atau berdasarkan 

ketersediaan masalah dalam bidang urusan yang diampu sesuai dengan 

Rencana Strategis Masyarakat (Renstramas) Periode 2026-2030. 

3) Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2027 sebagaimana dimaksud 

pada nomor 1 dilakukan melalui kertas kerja pada tautan 

https://s.id/RanwalRenja2027surakarta dengan format sebagaimana 

dijelaskan pada Lampiran 2 paling lambat tanggal 26 Desember 2025. 

4) Perangkat Daerah agar mengkonsolidasikan penyusunan Rancangan Awal 

Renja Unit Kerja/ UPT/ Sekolah/ Kelurahan Tahun 2027.  

5) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota 

Surakarta menetapkan fokus TJSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) 

Tahun 2027 paling lambat tanggal 19 Desember 2025 dan dikirimkan kepada 

Bappeda Kota Surakarta (c.q. Bidang PPEPD). 

6) Kertas kerja Rancangan Awal Renja Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada 

nomor 3 akan diverifikasi oleh Bappeda Kota Surakarta untuk selanjutnya akan 

diinputkan pada aplikasi SIPD RI melalui tautan sipd-ri.kemendagri.go.id 

dengan login Tahun 2027 pada menu Renja sampai dengan Rincian Belanja 

paling lambat tanggal 23 Januari 2026. 

7) Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang telah disusun akan diverifikasi 

untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

8) Verifikasi Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah paling lambat 

dilaksanakan pada minggu keempat bulan Januari 2026. 
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e. Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 

1) Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ UPT/ Sekolah/ Kelurahan agar menyusun 

Rancangan Renja Tahun 2027 melalui aplikasi SIPD RI dengan alamat sipd-

ri.kemendagri.go.id login Tahun 2027 menu Renja Perangkat Daerah. 

2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rancangan Renja PD 

Tahun 2027 adalah: 

a) Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025; 

b) Dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan Kota Surakarta, 

maka penentuan penerima manfaat program penanggulangan 

kemiskinan wajib menggunakan data kemiskinan Tahun 2025 dan Data 

Penduduk Rentan Risiko Sosial Tahun 2025 Kota Surakarta dengan 

mengacu detail penerima manfaat yang tercantum pada sistem e-SIK 

(Sistem lnformasi Kesejahteraan); 

c) Melakukan pengisian indikator dan target kinerja pada aplikasi SIPD RI 

pada level Program, Kegiatan (jika tersedia), dan Sub Kegiatan; 

d) Berkenaan dengan Renja Kelurahan, dapat memperhatikan hasil 

pembahasan Rembug Wargo; 

e) Penyampaian hibah melalui proposal oleh stakeholder Perangkat 

Daerah agar dapat dilaksanakan proses verifikasi dan diterima masing-

masing Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama 

Maret tahun 2026. 

3) Materi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) merupakan materi Diskusi 

Kelompok Terbatas Tingkat Kota dan Musrenbangcam Tahun 2026. 

 
f. Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 

1) Sekretariat DPRD melakukan pengisian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 

2025 melalui aplikasi SIPD RI pada alamat sipd-ri.kemendagri.go.id login 

Tahun 2027 melalui menu Usulan ➔ Usulan Pokir menggunakan akun masing-

masing anggota DPRD dengan memperhatikan Prioritas Pembangunan Tahun 

2027 dan keselarasan Asta Cita Surakarta. 

2) Pengisian Pokok Pikiran DPRD untuk Tahun Anggaran 2027 sebagaimana 

dimaksud pada nomor 1 memperhatikan Kamus Usulan yang tersedia pada 

aplikasi SIPD RI paling lambat pada tanggal 9 Januari 2026. 

3) Bappeda, Inspektorat, dan Sekretariat DPRD Kota Surakarta melakukan 

validasi atas usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang sudah diisikan melalui 

SIPD RI menggunakan akun eselon 4 Sekretariat DPRD yang sudah diatur 

kewenangannya untuk validasi usulan. 
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g. Musrenbangkel 

1) Musrenbangkel Tahun 2026 dilaksanakan dengan jadwal tahapan: 

a) Persiapan Musrenbangkel I  dilaksanakan selambat-lambatnya pada 

tanggal 31 Oktober 2025; 

b) Musyawarah Lingkungan dan Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan 

dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan November 2025; 

c) Persiapan Musrenbangkel II paling lambat tanggal 31 Desember 2025; 

d) Musrenbangkel dilaksanakan paling lambat tanggal 25 Januari 2026; 

e) Pasca Musrenbangkel dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Januari 

2026; dan 

f) Penyusunan usulan pada Musling dan MLK berpedoman pada 

Rencana Strategis Masyarakat (Renstramas) Tahun 2026-2030. 

2) Panitia Musrenbangkel memastikan keterwakilan unsur kelompok masyarakat 

rentan termaginalkan (orang lanjut usia, anak-anak, keluarga miskin, wanita 

hamil, dan penyandang disabilitas) berbasis wilayah minimal 10% dari jumlah 

peserta. 

3) Form I hasil musling dan Form II hasil MLK diinput melalui sistem berdasarkan 

sumber dananya, yaitu: 

a) Form IV-A (dibiayai Perangkat Daerah) dan Form IV-B (dibiayai DPK) 

diinput melalui SIPD RI pada tautan sipd-ri.kemendagri.go.id login 

Tahun 2027 melalui menu Usulan ➔ Usulan Aspirasi menggunakan 

akun Kelurahan yang sudah dibuat oleh Admin Kota (Bagian Organisasi 

Setda Kota Surakarta) dengan memperhatikan Kamus Usulan sesuai 

kebutuhan dan kelengkapan data usulan (khususnya titik lokasi usulan) 

paling lambat tanggal 30 Januari 2026; dan 

b) Form IV-C (dibiayai TJSP) diinput melalui SIPPD melalui tautan 

sippd.surakarta.go.id login Tahun 2027 melalui menu Perencanaan 

Kota ➔ Usulan ➔ Musrenbangkel ➔ Form IV TJSP. 

4) Penginputan usulan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 huruf a pada SIPD 

RI tetap mengacu pada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 110 Tahun 2024 

tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta Pasal 23 

dan Pasal 26 bahwa usulan di luar Renstramas sebanyak 20%. 

5) Uraian usulan yang diinput pada SIPD RI sebagaimana dimaksud pada nomor 

4 yang mengacu ke Renstramas harus mencantumkan 10 digit ID unik usulan 

Renstramas di akhir usulan sebagaimana tercantum pada SIPPD melalui 

tautan sippd.surakarta.go.id pada kolom Uraian Kegiatan Operasional. 

Format penulisan: Uraian Kegiatan Operasional (ID: xxx). 
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6) Kelurahan bersama dengan tim pemangku kepentingan kelurahan melakukan 

verifikasi terhadap usulan DPK yang akan dimasukkan dalam Renja Kelurahan 

dengan besaran pagu disesuaikan sebagaimana pagu DPK yang diterima 

tahun sebelumnya. 

7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 6 dituangkan dalam Berita 

Acara sebagaimana terlampir pada Lampiran 3 dan diinput melalui SIPD RI 

pada tautan sipd-ri.kemendagri.go.id login Tahun 2027. 

8) Materi untuk Musrenbangcam Tahun 2026 dikirimkan kepada Camat dengan 

tembusan Bappeda Kota Surakarta (c.q. Bidang PPEPD) dalam bentuk 

dokumen cetak rangkap 1 (satu) paling lambat tanggal 31 Januari 2026, 

meliputi: 

a) Hasil Musyawarah RW (Form I); 

b) Hasil MLK (Form II); 

c) Hasil Musrenbangkel (Form IV-A, IV-B dan, IV-C); 

d) Daftar Delegasi kelurahan (7 orang) Ke Musrenbangcam; 

e) Susunan Keanggotaan Tim Penyempurna Rumusan Kegiatan; 

f) Jika ada, Berita Acara Kegiatan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2025 

(Kegiatan Tertentu dan Kegiatan Khusus); serta 

g) Berita Acara Musrenbangkel. 

 
h. Musrenbangcam 

1) Musrenbangcam Tahun 2026 dilaksanakan dengan jadwal tahapan: 

a) Persiapan Musrenbangcam I dilaksanakan paling lambat pada tanggal 7 

Februari 2026; 

b) Persiapan Musrenbangcam II dilaksanakan paling lambat pada tanggal 

14 Februari 2026; 

c) Musrenbangcam dilaksanakan paling lambat pada tanggal 22 Februari 

2026; 

d) Pasca Musrenbangcam dilaksanakan paling lambat pada tanggal 25 

Februari 2026. 

2) Panitia Musrenbangcam wajib mengundang keterwakilan unsur kelompok 

masyarakat rentan termaginalkan (orang lanjut usia, anak-anak, keluarga 

miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas) berbasis wilayah minimal 

10% dari jumlah peserta. 

3) Daftar undangan pelaksanaan Musrenbangcam dikirimkan ke Bappeda paling 

lambat H-7 sebelum pelaksanaan Musrenbangcam. 
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4) Usulan hasil Musrenbangcam tambahan (di luar usulan dari Musrenbangkel) 

diinput melalui SIPD RI dengan alamat sipd-ri.kemendagri.go.id 

menggunakan akun Kelurahan paling lambat tanggal 16 Februari 2026. 

5) Hasil Musrenbangcam dikirimkan kepada Bappeda Kota Surakarta (c.q. 

Bidang PPEPD) dalam bentuk dokumen cetak rangkap 1 (satu) dan dokumen 

digital yang dikirimkan melalui surat elektronik ke 

penyu.bapppeda@gmail.com paling lambat tanggal 25 Februari 2026, 

meliputi: 

a) Keputusan Camat tentang Penetapan Panitia Pengarah dan Panitia 

Pelaksana Musrenbangcam Tahun 2026; 

b) Prioritas Permasalahan tingkat Kecamatan; 

c) Rumusan Usulan Hasil Musrenbangcam Tahun 2026 dalam Form VII 

dan Form V-B; dan 

d) Daftar nama delegasi Kecamatan (11 orang) untuk mengikuti Forum 

Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD. 

 
i. Diskusi Kelompok Terbatas Tingkat Kota 

1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi komunitas sektoral dan lembaga/ 

organisasi sesuai jenis kegiatan dan spesifikasinya dengan kriteria: 

a) Memiliki keterkaitan langsung dengan Perangkat Daerah; dan 

b) Mengakomodir keterwakilan komunitas sektoral sesuai 

kewenangannya. 

2) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) 

Tingkat Kota Tahun 2026 selambat-lambatnya Minggu ke-4 bulan Januari 

2026 dengan mengundang Kepala Bappeda Kota Surakarta, dengan materi 

meliputi: 

a) Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan 

b) Realisasi Hasil Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) Tahun 2025 pada 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Tahun 

Anggaran 2026. 

3) Panitia Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) wajib mengundang keterwakilan 

unsur kelompok masyarakat rentan termaginalkan (orang lanjut usia, anak-

anak, keluarga miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas) minimal 10% 

dari jumlah peserta. 

4) Daftar undangan DKT dikirimkan ke Bappeda paling lambat H-7 sebelum 

pelaksanaan DKT. 

5) Usulan hasil DKT (Form Ill) Tahun 2026 diinput melalui SIPPD dengan 

alamat sippd.surakarta.go.id login Tahun 2027 paling lambat tanggal 2 
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Februari 2026 melalui menu Perencanaan Kota ➔ Usulan ➔ Musrenbangkel 

➔ Form III. 

6) Hasil DKT Tingkat Kota Tahun 2026 dikirimkan kepada Bappeda Kota 

Surakarta (c.q. Bidang PPEPD) dalam bentuk dokumen cetak rangkap 1 (satu) 

dan dokumen digital yang dikirimkan melalui surat elektronik ke 

penyu.bapppeda@gmail.com paling lambat tanggal 3 Februari 2026, 

meliputi: 

a) Berita Acara DKT Tingkat Kota Tahun 2026; 

b) Daftar hadir, notula, undangan dan dokumentasi DKT; 

c) Rumusan Usulan Hasil DKT Tingkat Kota Tahun 2026 (Form Ill); 

d) Daftar nama delegasi DKT Tingkat Kota untuk mengikuti Forum 

Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD sebanyak-banyaknya 3 

(orang) dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran 4. Nama 

delegasi yang diusulkan tidak duplikasi/ merangkap sebagai delegasi di 

Perangkat Daerah yang lain serta berstatus bukan sebagai ASN di 

lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; 

e) Jika ada Usulan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan didanai dari 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)/ Corporate Social 

Responsibility (CSR) dapat dilampirkan sesuai dengan format 

sebagaimana terlampir pada Lampiran 5; dan 

f) Jika ada Rancangan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 

2027 dapat dilampirkan dalam bentuk sebagaimana terlampir pada 

Lampiran 6. 

 
j. Desk Sinkronisasi 

1) Desk sinkronisasi merupakan forum sinkronisasi hasil Musrenbang Tahun 

2026 dengan Rancangan Renja PD Tahun 2027, meliputi: 

a) Sinkronisasi Hasil Musrenbangcam; 

b) Sinkronisasi Hasil Diskusi Kelompok Terbatas Tingkat Kota; dan 

c) Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD berupa hasil Reses II dan Ill 

Tahun 2025. 

2) Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ UPT/ Sekolah/ Kelurahan wajib melakukan 

proses sinkronisasi usulan huruf a dan c pada poin nomor 1 melalui aplikasi 

SIPD RI melalui tautan sipd-ri.kemendagri.go.id login Tahun 2027 paling 

lambat tanggal 25 Februari 2026. 

3) Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ UPT/ Sekolah/ Kelurahan wajib melakukan 

proses sinkronisasi usulan huruf b pada poin nomor 1 melalui aplikasi SIPPD 
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melalui tautan sippd.surakarta.go.id dengan login Tahun 2027 paling lambat 

tanggal 9 Februari 2026. 

4) Hasil sinkronisasi pada nomor 2 dan 3 yang bisa diakomodir Perangkat 

Daerah, diinputkan pada SIPD RI di dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 

2027 pada level Aktivitas dengan mencantumkan ID usulan yang tertera pada 

aplikasi SIPD RI di akhir uraian Aktivitas. 

 
k. Forum Perangkat Daerah 

1) Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ UPT/ Sekolah/ Kelurahan wajib melakukan 

pemutakhiran atas aktivitas dalam program/ kegiatan Tahun 2027 melalui 

SIPD-RI melalui sipd-ri.kemendagri.go.id  

2) Login Tahun 2027 menu Renja Perangkat Daerah yang telah mengakomodir 

hasil Musrenbangcam dan DKT Tingkat Kota Tahun 2026 serta Pokok-Pokok 

Pikiran DPRD yang telah disepakati dalam Desk Sinkronisasi paling lambat 

tanggal 25 Februari 2026. 

3) Perangkat Daerah agar menyusun Prioritas Kegiatan dalam Rancangan Renja 

PD Tahun 2026 berdasarkan indikator sebagai berikut: 

a) Prioritas Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2026 dan Asta Cita 

Surakarta (bobot: 20%); 

b) Penanggulangan Kemiskinan (bobot: 20%); 

c) Hasil DKT/ Musrenbangcam Tahun 2024 (bobot: 20%); 

d) Prioritas Nasional/ Provinsi (bobot: 15%); 

e) Pokok-Pokok Pikiran DPRD (bobot: 15%); dan 

f) Tujuan SDGs (bobot: 10%). 

4) Materi Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 dikirimkan dalam bentuk 

dokumen digital yang dikirimkan melalui surat elektronik ke 

penyu.bapppeda@gmail.com paling lambat tanggal 25 Februari 2026 dengan 

format yang sudah ditetapkan oleh Bappeda, meliputi: 

a) analisa permasalahan, kebijakan, dan strategi pembangunan tahun 

berikutnya; 

b) rekapitulasi jumlah/ persentase realisasi hasil Musrenbangcam dan 

DKT tingkat kota tahun berkenaan dalam Renja Perangkat Daerah 

tahun berikutnya; 

c) rancangan Prioritas Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya; dan 

d) program/ kegiatan penanggulangan kemiskinan dan strategis lainnya 

dalam Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya. 

5) Pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Musrenbangkel, 

Musrenbangcam, Diskusi Kelompok Terbatas (DKT), Forum Perangkat 
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Daerah, dan Musrenbang RKPD mempedomani Peraturan Wali Kota 

Surakarta Nomor 110 Tahun 2024 tentang Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Kota Surakarta. 

 
l. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 

1) Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ UPT/ Sekolah/ Kelurahan wajib melakukan 

pemutakhiran Renja Tahun 2027 melalui aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id 

login Tahun 2027 menu RKPD ➔ Renja paling lambat tanggal 30 April 2026. 

2) Perangkat Daerah menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, 

dengan sistematika: 

a) Bab I Pendahuluan 

Memuat gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang 

terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta 

Sistematika Penulisan. 

b) Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, memuat: 

- Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah; 

- Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator 

yang ditentukan dalam SPM, lndikator Kinerja Utama Perangkat 

Daerah maupun Indikator Kinerja Kunci; 

- lsu-isu penting/ strategis dalam penyelenggaraan tupoksi Perangkat 

Daerah; 

- Reviu terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan 

antara Rancangan Awal RKPD, Rancangan Awal Renja PD dengan 

analisis kebutuhan; 

- Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil 

kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku 

kepentingan melalui Musrenbangcam, DKT Tingkat Kota dan 

Musrenbang RKPD Tahun 2026. 

c) Bab Ill Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, memuat: 

- Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional/ provinsi serta Asta Cita Kota Surakarta yang terkait 

dengan Tupoksi Perangkat Daerah; 

- Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah berdasarkan 

dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan 

- Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan. 

d) Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 




















